Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

PENETAPAN
Nomor  IPdt.P/2017/PA.Tlb
) Cran )l A awy
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili
perkara isbat nikah pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah
menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

umur 57 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Petani, tempat tinggal Sungai Cambai RT.011 RW. 003
Desa Sungai Cambai Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten
Mesuiji, selanjutnya di sebut “Pemohon I”;

umur 45 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,
pendidikan SD, tempat tinggal Sungai Cambai RT.011
RW. 003 Desa Sungai Cambai Kecamatan Mesuji Timur
Kabupaten Mesuji, selanjutnya disebut “Pemohon I1”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon | dan Pemohon |l serta saksi-saksi di

persidangan;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il dengan surat
permohonannya tertanggal 27 Oktober 2017, yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor
0329/Pdt.P/2017/PA.Tlb, tanggal 27 Oktober 2017, telah mengemukakan hal-
hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 10 Juli 1989, Pemohon | dan Pemohon Il telah
menikah yang dilaksanakan di hadapan penghulu/Pembantu Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tulang Bawang Udik dengan wali
nikah Nasab, yaitu ayah kandung Pemohon Il yang bernama Mislan
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan
di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Arifin dan Tono;

Bahwa pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il telah dilaksanakan di
bawah pengawasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Tulang Bawang Udik, tetapi buku nikah tersebut Tidak Keluar dan
Pemohon sudah berusaha untuk minta Duplikat Buku Nikah tersebut pada
Kantor Urusan Agama kecamatan setempat akan tetapi tidak berhasil,
karena data-data pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tidak ditemukan
lagi;

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | bersetatus Duda dan
Pemohon Il bersetatus Perawan, antara Pemohon | dan Pemohon |l tidak
ada hubungan darah dan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak
ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum lIslam
maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat
terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Pemohon |
dan Pemohon |l tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon | dan Pemohon i bertempat
tinggal bersama di Sungai Cambai sampai dengan sekarang, dan telah
melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai
seorang anak yang masing-masing bernama Amanah Puji Lestari binti
Anton

Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah (Isbath Nikah) ini adalah
untuk Pembuatan Buku Nikah;

Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang ditunjuk agar
segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan
penetapan yang amarnya, berbunyi sebagai berikut :
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PRIMER:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon I;

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon | (Anton bin Ma'in) dengan Pemohon
Il (Poniyah bintin Mislan) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Tulang Bawang Udik pada tanggal 10 Juli 1989:;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan
Penetapan Pengadilan Agama Tulang Bawang kepada Kantor Urusan
Agama di wilayah tempat tinggal para Pemohon untuk dicatatkan dalam
daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum:
SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, Pengadilan Agama Tulang Bawang telah mengumumkan
adanya permohonan isbat nikah Pemohon | dan Pemohon Il sesuai dengan
surat pengumuman nomor 0329/Pdt.P/2017/PA.Tlb, tanggal 27 Oktober 2017

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon | dan
Pemohon Il telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon | dan Pemohon il;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon | dan
Pemohon Il telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga
Nomor 1811020911100017 atas nama Anton yang aslinya dikeluarkan oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji pada tanggal 9
Nopember 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah
dinazzegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (diberi
tanda P/Bukti P);

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, Pemohon | dan Pemohon I juga
telah mengajukan bukti saksi dengan identitas dan keterangan sebagai berikut :
1. Dedi Widodo Bin Turut, identitas lengkap sebagaimana tercantum dalam

Berita Acara sidang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang
pada pokoknya sebagai berikut:
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- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon | dan Pemohon I1.

- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri akad nikah Pemohon |
dengl,an Pemohon Il pada tahun 1989

- Bahwa saksi tahu pada saat akad nikah tersebut yang menjadi wali
adalah ayah kandung Pemohon Il yang bernama Mislan:

- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki
yang sudah dewasa dan beragama Islam, masing-masing bernama
Arifin dan Tono;

- Bahwa saksi tahu mas kawin pernikahan berupa uang yang dibayar
secara tunai akan tetapi saksi tidak mengetahui nominalnya;

- Bahwa saksi tahu sebelum dan saat akad nikah Pemohon | dan
Pemohon Il masing-masing berstatus duda mati dan perawan;

- Bahwa saksi tahu Pemohon | dan Pemohon Il tidak mempunyai
hubungan darah dan hubungan sepersusuran:

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon | dan Pemohon Il
tinggal bersama dan telah seorang anak yang bernama Amanah

S/ Puji Lestari;
,‘ - Bahwa saksi tahu tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan
Pemohon | dan Pemohon Il.

- Bahwa saksi tahu Pemohon | dan Pemohon Il belum pernah bercerai
dan keduanya tidak pernah keluar agama Islam.

- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon | dan Pemohon II mengajukan
Isbat nikah untuk penerbitan akta nikah;

2. Hardi Bin Hasim, identitas lengkap sebagaimana tertuang dalam Berita
Acara Sidang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang
pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon | dan Pemohon II.

- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri akad nikah Pemohon |
dengan Pemohon Il ;

- Bahwa saksi tahu pada saat akad nikah tersebut yang menjadi wali
adalah ayah kandung Pemohon Il yang bernama Mislan:
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- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki
yang sudah dewasa dan beragama Islam, masing-masing bernama
Arifin dan Tono;

- Bahwa saksi tahu mas kawin pernikahan berupa uang yang dibayar
secara tunai akan tetapi saksi tidak mengetahui jumlah nominalnya;

- Bahwa saksi tahu sebelum dan saat akad nikah Pemohon | dan
Pemohon Il masing-masing berstatus duda mati dan perawan;

- Bahwa saksi tahu Pemohon | dan Pemohon I tidak mempunyai
hubungan darah dan hubungan sepersusuran;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon | dan Pemohon |l
tinggal bersama di wilayah Kabupaten Mesuji dan sudah dikaruniai
satu orang anak;

- Bahwa saksi tahu tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan
Pemohon | dan Pemohon II.

- Bahwa saksi tahu Pemohon | dan Pemohon Il belum pernah bercerai
dan keduanya tidak pernah keluar agama Islam.

- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan

1z Isbat nikah untuk penerbitan akta nikah:

Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il telah menyampaikan kesimpulan
yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon | dan Pemohon
Il adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu
dipertimbangkan;

Menimbang, permohonan isbat nikah termasuk dalam bidang
perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (@) Undang-Undang
Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, merupakan
kewenangan absolut (absolute competence) Pengadilan Agama;
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Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon |
dan Pemohon I, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka
sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan angka 37 Pasal 49
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008, yang mana ketentuan tersebut tidak
diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan
azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon | dan
Pemohon Il memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap
perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, berdasarkan
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4
April 2006 tentang Pemberlakuan Buku Il Pedoman Teknis Administrasi Dan
Teknis Peradilan Agama, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri
dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum
dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Pemohon
telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P (Kartu Keluarga) ternyata bukti
teﬂsebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang
berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga

_batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (volledeg)

dan mengikat (bindende), Oleh karenanya, bukti P dapat diterima sebagai alat
bukti yang sah dan daripadanya Pemohon | dan Pemohon Il telah membuktikan
kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Pemohon | dan
Pemohon Il telah terbukti, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a)
butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak
diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,
Jjuncto Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (d) dan huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi
Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang untuk
menerima dan memeriksa perkara ini:
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Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah mendalilkan dalam
permohonannya yang pada pokoknya Pemohon | dan Pemohon Il telah
melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam sedang di antara
Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada halangan untuk melangsungkan
pernikahan; dan kedudukan status perkawinan mereka tidak ada yang merasa
keberatan atau dirugikan, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan
dengan akta nikah karena pernikahan Pemohon | dan Pemohon |l tidak tercatat
di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon | dan Pemohon II
sangat membutuhkan akta nikah tersebut untuk melengkapi dokumen
kependudukan;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonannya Pemohon | dan Pemohon
Il telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti a quo, Majelis hakim memberikan
pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut tidak tergolong dalam
Kelompok orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana
diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat (1) Rbg, juncto Pasal 145 ayat (1) HIR;
k"‘edua orang saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang, dan
bersedia disumpah untuk menjadi saksi, maka secara formal saksi tersebut
dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi telah memberikan
keterangan dalam sidang di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut dalam
duduk perkara, pada pokoknya kedua orang saksi telah menerangkan perihal
prosesi pernikahan antara Pemohon | dan Pemohon |I, keterangan saksi saling
bersesuaian diantara keduanya, pengetahuan keduanya diperoleh dari apa
yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, dan jumlah alat bukti telah
mecapai batas minimal alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah
memenuhi  ketentuan syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan
pembuktian yang terkandung di dalam alat bukti saksi bersifat bebas (vrij bewijs
kracht). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi Pemohon
I dan Pemohon Il dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai
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kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi dapat menguatkan dalil-
dalil permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima
sebagai alat bukti yang sah, Majelis hakim mendapatkan fakta di persidangan
sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengadilan Agama Tulang Bawang memiliki kewenangan absolute
dan relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

2. Bahwa pada Tanggal 10 Juli 1989, Pemohon | dan Pemohon Il telah
menikah berdasarkan ketentuan ajaran Islam dengan wali nikah ayah
kandung Pemohon Il yang bernama Mislan dengan mas kawin berupa uang
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan di saksikan oleh 2 (dua) orang
saksi bernama Arifin dan Tono;

3. Bahwa, Pemohon | dan Pemohon |l tidak ada hubungan darah, bukan
saudara sesusuan.

4, Bahwa, sebelum menikah Pemohon | dan Pemohon Il berstatus duda mati
“dan perawan.

5. Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il tidak terikat oleh suatu perkawinan dan
tidak pernah ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan tersebut,
serta sampai saat ini tidak pernah bercerai dan Pemohon | dan Pemohon ||
tetap beragama Islam.

6. Pemohon | dan Pemohon Il belum tercatat dan saat ini Pemohon | dan
Pemohon Il memerlukan pengesahan pernikahannya untuk mengurus bukti
nikah dan melengkapi data kependudukan:;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon | dan Pemohon Il
agar Pengadilan menetapkan sahnya perkawinan yang telah mereka
laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim
memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing
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i i i i tabilitas
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntal

dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan
kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang
dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan
kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah
satu bentuk ibadah (vide Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya
perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena
menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah
perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan
adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan

\ kepercayaannya itu;

‘I Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah

apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon

suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah: adanya dua orang saksi; dan
melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami sebagaimana termuat
dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan masing-masing calon
suami, istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab kabul a quo yang memenuhi
ketentuan hukum Islam sebagaimana telah diatur dalam Pasal 15, 16, 17, 18,
19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, ketentuan hukum Islam juga telah menggariskan suatu
perkawinan yang dilakukan oleh calon suami istri tidak terdapat larangan untuk
kawin karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian
sesusuan seperti yang dimaksud dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, calon pria wajib memberikan mahar
kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati
oleh kedua belah pihak. Berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan
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N
AN

."I'"uhfah, Juz IV, halaman 132, dikatakan bahwa diterima pengakuan nikahnya

yang dianjurkan oleh ajaran Islam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
Pasal 30, 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah
meresepsi (receptie) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum
positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara
hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan
tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan
dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diitsbatkan melalui
Pengadilan Agama, dan salah satu alasannya adalah dalam hal yang
berkenaan dengan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak
mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab

s — Sgorang perempuan yang aqjil baligh:
\

CLSUL ABBLalt Aa i 81 Sy g
dan dalam kitab I'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254 dinyatakan:
Jie L 5 g gad (e ddigpdiy diaua S350 a) o gl s el

Artinya : “Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan
seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan
syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil“.

selanjutnya doktrin tersebut tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis

Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan
tersebut di atas, Hakim mendapat keyakinan dan berkesimpulan bahwa
pernikahan yang telah dilaksanakan olen Pemohon | dan Pemohon Il telah
memenuhi ketentuan hukum syara, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2
ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jis. Pasal
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4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), Pasal 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim
berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan
dengan menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon | (Anton Bin Ma’in)
dengan Pemohon II (Poniyah Binti Mislan) yang dilaksanakan pada tanggal
10 Juli 1989;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, akta nikah atau pencatatan perkawinan bukan alat bukti
yang menentukan sahnya perkawinan, karena hukum perkawinan agamalah
yang menentukan keberadaan dan keabsahan perkawinan. Akan tetapi, Hakim
berpendapat bahwa Akta Nikah atau Buku Nikah merupakan unsur konstitutif
dari perkawinan, tanpa akta perkawinan yang dicatat, secara hukum tidak ada
atau belum ada perkawinan, fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan
adalah untuk menjamin ketertiban hukum (legal order). Tidak ada yang
nieragukan pentingnya ketertiban hukum sebagai instrumen kepastian hukum
_dén kemudahan hukum, di samping sebagai salah satu alat bukti adanya
pe!r‘kawinan. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang
Norﬁor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 34 dan Pasal 102 huruf (b)
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan, maka
petitum angka 3 permohonan Pemohon | dan Pemohon Il untuk memerintahkan
Pemohon | dan Pemohon Il mencatatkan perkawinannya tersebut pada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan
patut dikabuikan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai
dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya
perkara dibebankan kepada Para Pemohon :
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Disclaimer

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENE TAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II:

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon | (Anton Bin Ma’in) dengan
Pemohon Il (Poniyah Binti Mislan) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli

1989;

3. Memerintahkan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk mencatatkan
Pernikahannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji

Timur, Kabupaten Mesuiji;

4. Membebankan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan di Mesuiji pada hari Rabu tanggal
15 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1438 H. Oleh
(O Arnfm, S.H.l, M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan

Nilawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon | dan

Pemohon II.

Hakim Tunggal
METERA:

TEMP?
EDOBOADCSa8ae5s
ﬂ&

6.0@@. &

ENAM RIBURUPIAH

Arifin, S.H.l., M.H.

Panitera Pengganti

Nilawati, S.H.
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1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya Proses

3. Biaya Panggilan
4. Redaksi

5. Materai

Jumlah

Rincian Biaya Perkara :

" Rp.
' Rp.
' Rp.
' Rp.
*Rp.

30.000,-
50.000,-
0,
5.000,-
6.000,-

Rp.

91.000,-

(Sembilan puluh satu ribu rupiah)
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